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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan: (1) Pelaksanaan merger sekolah, (2) Dinamika 
sosial yang terjadi, (3) Kendala yang dihadapi, (4) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi 
kendala dalam implementasi merger sekolah di SMKN 12 Surabaya. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek penelitian ini terdiri dari kepala sekolah, 
mantan kepala sekolah, guru, staff sekretariat Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dan Bidang 
Hukum Sekda Kota Surabaya. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi 
partisipasi pasif, wawancara mendalam, dokumentasi serta gabungan triangulasi sumber dan 
teknik. Analisis data menggunakan teknik analisis data model Milles dan Hubberman yaitu 
kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) 
Pelaksanaan merger sekolah di SMKN 12 Surabaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota 
Surabaya melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk meningkatkan mutu pendidikan 
khususnya di tingkat pendidikan menengah sudah berjalan dengan baik dan pelaksanaannya sesuai 
dengan acuan pedoman penggabungan sekolah. (2) Dinamika sosial yang terjadi di SMKN 12 
Surabaya yaitu adanya respon pro dan kontra dari beberapa guru terkait dengan adanya merger 
sekolah. (3) kendala-kendala dalam implementasi merger sekolah di SMKN 12 Surabaya tidak 
terlalu signifikan yaitu kendala dapodik, serta adanya batasan rombel. (4) Upaya untuk mengatasi 
kendala yaitu dengan adanya peran kepala sekolah sebagai katalisator, kreator, fasilitator, dan 
stabilisator. 
Kata Kunci : kebijakan regrouping SMK, implementasi merger sekolah SMK 
  
Abstract 
The aimed of study described : (1) The implementation of the school merger, (2) The social 
dynamics that occur, (3) The obstacles faced, (4) The efforts made to overcome the obstacless in 
implementation the school merger at SMKN 12 Surabaya. This study uses a qualitative approach 
with descriptive methods. The subject of this study consists of the principal, the principal, the 
teachers, the staffs of the Surabaya City Education Office secretariat, and the Surabaya City 
Secretary of Law. It is using data collection techniques that involve passivity, interviews, 
documentation and a combination of triangulation and techniques. Data analysis uses data analysis 
techniques of Milles and Hubberman models, namely data condensation, data presentation, and 
data verification. The result showed that : (1) The merger of schools in Vocational High School of 
12 Surabaya that had carried out by the Surabaya City Goverment trough the Surabaya City 
Education Office to improve the quality of education, especially at the secondary education level, 
was in accordance with the guideline for school incorporation. (2) The social dynamics that occur 
in Surabaya 12 high School were the responses of pros and cons of several theachers related to the 
school merger. (3) The constraints in the implementation of the merger school in Surabaya 12 
High School were not too significant, namely dododik contraints, as well as the number of 
restrictions. (4) efforts to overcome obstacles are the role of School principals ascatalyst, 
sreator,facilitator, and stabilizers. 
Keyword : regrouping policy, implementation the merger of high school. 
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Pendidikan merupakan faktor utama yang harus 
diperhatikan dan disadari serta dijadikan sasaran oleh 
setiap pendidik yang melaksanakan kegiatan pendidikan. 
Oleh karena itu, kegiatan pendidikan yang sengaja 
diarahkan dan dilakukan oleh pendidik untuk mencapai 
tujuan pendidikan. Keberhasilan dalam pembangunan 
tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi, 
namun kualitas sumber daya yang terlibat dalam 
pelaksanaan proses pembangunan tersebut. Sejatinya 
tujuan pendidikan nasional yaitu “Setiap warga negara 
berhak mendapatkan pendidikan” yang sudah diatur 
dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1. 
Dalam Pembukaan Undang-Undang 1945 menyebutkan 
bahwa tujuan pendidikan nasional juga merupakan tujuan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu mencerdaskan 
kehidupan bangsa. Namun pada hakikatnya, pendidikan 
di Indonesia belum memiliki tujuan tersebut. Hingga saat 
ini, Indonesia masih memiliki berbagai macam 
permasalahan karena pendidikan di Indonesia yang 
difungsikan sebagai agen transformasi menuju 
masyarakat dalam kenyataannya mengalami 
permasalahan. Permasalahan tersebut terutama terkait 
dengan fundamental pendidikan khususnya untuk 
Indonesia maupun kualitas lulusan sebagai hasil dari 
proses penyelenggaraan pendidikan. Kemudian 
permasalahan yang menyangkut masalah relevansi 
penyelenggaraan pendidikan dengan kepentingan dunia 
kerja, pemerataan yang terkait dengan keterjangkauan 
sistem pembelajaran bagi semua lapisan masyarakat 
(terutama pemerataan untuk masyarakat terpencil) dan 
permasalahan mutu. 
Mutu dalam pendidikan bukan berarti barang 
melainkan layanan, dimana mutu harus dapat memenuhi 
kebutuhan, harapan, serta keinginan semua pihak. Mutu 
pendidikan berkembang seirama dengan tuntutan 
kebutuhan hasil pendidikan (output) yang berkaitan 
dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang melekat pada 
wujud pengembangan kualitas ilmu dan teknologi yang 
melekat pada wujud pengembangan kualitas sumber daya 
manusia. Salah satu permasalahan pendidikan yang 
dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu 
pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, 
khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai 
usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu 
pendidikan nasional, namun berbagai indikator mutu 
pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang 
berarti. Sebagian sekolah di perkotaan menunjukkan 
peningkatan mutu pendidikan yang cukup 
menggembirakan, sebaliknya sebagian lainnya masih 
memprihatinkan 
Sekolah dalam satu halaman tentunya memiliki 
karakteristik dan budaya organisasi yang berbeda 
sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik baik 
secara budaya, organisasi, maupun secara fisik. Konflik 
secara budaya juga bisa jadi terjadi akibat benturan sikap, 
perilaku maupun norma diantara kedua sekolah. Konflik 
secara organisasi yaitu munculnya gesekan dan benturan 
antar sub sistem organisasi antar sekolah. Sedangkan 
konflik fisik terjadi apabila kedua konflik tersebut sudah 
tidak terelakkan. Hal ini didukung oleh pandangan 
Robbins (Wahyudi, 2011:24) yang mengungkapkan 
asumsi tradisional tentang konflik bahwa konflik 
berdampak negatif bagi keefektifan organisasi dan tugas 
seorang manajer adalah mencegah benturan konflik 
tersebut. 
Peningkatan sumber daya manusia searah dengan 
upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka 
meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Salah satu 
cara yang ditempuh oleh pemerintah yaitu dengan 
menerapkan kebijakan merger atau penggabungan 
sekolah. Masyarakat umum bisa mengenal dengan istilah 
merger. Selain dikenal dengan istilah merger. Regrouping 
merupakan suatu penggabungan, peleburan, dan 
pengambilalihan. Budiono (2011:2) menjelaskan bahwa, 
sebenarnya isu kebijakan regrouping sekolah sudah lama 
diarahkan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam 
Negeri berdasarkan surat No. 421.2/2501/Bangda/1998 
yaitu mengenai Pedoman Penggabungan (Regrouping) 
Sekolah Dasar. Tujuan regrouping tersebut adalah untuk 
mengatasipermasalahan kekurangan tenaga guru, 
peningkatan mutu, efisiensi biaya bagi perawatan 
sekolah. Seiring perkembangan waktu tidak hanya 
sekolah dasar saja yang menerapkan regrouping, namun 
sekolah menengah juga turut serta mengikuti kebijakan 
tersebut. 
Konsep dasar penggabungan sekolah (merger 
sekolah) yang dilandasi payung hukum yaitu Keputusan 
Menteri Pendidikan Nasional No.060/U/2002 tentang 
pedoman pendirian sekolah yang menjelaskan mengenai 
pengintergrasian sekolah dilakukan dengan persyaratan 
berikut  : (a) penyelenggara sekolah tidak mampu 
menyelenggarakan kegiatan pembelajaran; (b) jumlah 
peserta didik tidak memenuhi persyaratan; (c) sekolah 
yang diintegrasikan harus sesuai jenjang dan jenisnya; (d) 
jarak antar sekolah yang diintegrasikan saling berdekatan 
atau berada dalam satu wilayah. Pasal 24 dalam 
keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 
menyebutkan indikator sebuah sekolah yang dinilai layak 
untuk digabungkan. Jika sebuah sekolah memenuhi 
keempat syarat tersebut, maka sekolah tersebut layak 
untuk digabungkan atau di lebur kedalam satu sekolah. 
 




Seperti yang terjadi di Surabaya pada tahun 2008 
silam, sekitar 20 persen sekolah dari 1.511 total sekolah 
SD hingga SMK di Surabaya terancam ditutup atau bakal 
di merger oleh Dinas Pendidikan. Langkah tersebut 
dilakukan sabagai upaya peningkatan mutu pendidikan di 
Kota Surabaya ini. Karena ratusan sekolah itu dinilai 
tidak memenuhi Standart Nasional Pendidikan (SNP) 
sebagaimana ditetapkan pemerintah. Menurut Kepala 
Dinas Pendidikan Surabaya M. Ikhsan mengatakan 
kepastian ditutup atau dimergernya ratusan sekolah mulai 
SD singga SMA setelah pihaknya melakukan evaluasi 
terhadap langkah dan upaya yang dilakukan sekolah-
sekolah tersebut untuk meningkatkan mutu pendidikan 
sesuai SNP yang ada. Hingga kini, sekolah dan yayasan 
penyelenggara lembaga pendidikan yang tidak memenuhi 
SPM tersebut bersih kukuh menolak solusi merger atau 
penutupan, dengan hal tersebut sekolah bisa ditutup atau 
di merger setelah dievaluasi serta tergantung dari respon 
masyarakat sekitar. 
(sumber:http://stembasurabaya.wordpress.com) 
Berdasarkan SK Walikota Surabaya No. 
188.45/383/436.1.2/2012 tentang Penggabungan Sekolah 
Menengah Kejuruan Negeri di Kota Surabaya bahwa 
dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya 
pada tingkat pendidikan menengah, perlu melakukan 
penggabungan terhadap 2 (dua) Sekolah Menengah 
Kejuruan Negeri yang saling berdekatan, khususnya yang 
berada dalam satu komplek atau lokasi agar lebih efektif 
dan efisien. Dengan adanya penggabungan Sekolah 
Menengah Kejuruan Negeri di Kota Surabaya 
sebagaimana dalam diktum kesatu, maka hal-hal yang 
berkaitan dengan pengaturan siswa, pengangkatan kepala 
sekolah, pendidikan dan tenaga kependidikan lainnya 
serta aset sekolah akan diatur sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. Dari hasil SK No.188.45/383/436.1.2/2012. 
Ibu Tri Risma Harini menetapkan penggabungan 2 
sekolah yakni SMKN 9 dan SMKN 11 digabung menjadi 
SMKN 12 dengan total rincian peserta didik berjumlah 
3092 siswa; 165 jumlah guru PNS dan 66 jumlah guru 
tidak tetap; 9 jumlah PNS penjaga sekolah dan 24 
penjaga sekolah tidak tetap; 49 ruang kelas, 2 ruang guru, 
2 ruang kepala sekolah, 37 ruang laboratorium, 1 ruang 
penjaga serta 43 ruang MCK. Setelah ditetapkan SK 
merger, SMKN 12 melakukan pergantian kepala sekolah 
dari tahun 2012 hingga tahun 2018. Pada tahun 2012, 
mantan kepala SMKN 9 yaitu Bapak Joko dijadikan PLT 
SMKN 12, setelah itu pada tahun 2013-2017 kepala 
SMKN 12 dipimpin oleh Drs. H. Abdul Rofiq, MM. dan 
mulai tahun 2017 hingga sekarang Kepala SMKN 12 
yaitu Drs. Bhiwara Sakti Pracihara, MM. 
Dari latar belakang yang telah iuraikan ddiatas, 
peneliti mempertimbangkan dan memutuskan untuk 
mengambil judul penelitian Implementasi Merger 
Sekolah Di SMKN 12 Surabaya. 
Fokus dari penelitian ini terbagi menjai 4 (empat) 
fokus, yaitu : (1) Pelaksanaan implementasi merger 
sekolah di SMKN 12 Surabaya. (2) Dinamika sosial yang 
terjadi setelah adanya merger sekolah di SMKN 12 
Surabaya. (3) Kendala-kendala implementasi merger 
sekolah di SMKN 12 Surabaya (4) Upaya-upaya yang 
dilakukan mengatasi kendala dalam implementasi merger 
sekolah di SMKN 12 Surabaya. 
 
METODE 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, 
yakni yang bertujuan untuk menggambarkan dan 
mendeskripsikan kondisi faktual tentang bagaimana 
proses pengelolaan merger sekolah khususnya di SMKN 
12 Surabaya dengan mengetahui kendala-kendala yang 
dihadapi serta upaya mengatasi kendala tersebut. 
Rancangan penelitian ini adalah menggunakan metode 
studi kasus, adapun kasus yang diangkat oleh peneliti 
adalah mengenai “Implementasi Merger Sekolah Di 
SMKN 12 Surabaya”. Subjek Penelitian yang dipilih 
sebagai informan diantaranya, Kasubag Administrasi dan 
Doukmentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretaris 
Daerah Kota Surabaya, Staff Sekretariat Dinas 
Pendidikan Kota Surabaya, kepala sekolah, mantan 
kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, 
wakil kepala sekolah bidang Humas, dan Guru. Lokasi 
penelitian dilaksanakan di SMKN 12 Surabaya yang 
berada di Jl. Siwalankerto Permai 1 Surabaya. 
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 
menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi 
dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis 
dengan teknik kondensasi data, penyajian data, verifikasi 
data. untuk menguji keabsahan data tersebut 
menggunakan teknik-teknik meliputi: kredibilitas, 
transferabilitas,  dependabilitas, dan confirmabilitas. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
HASIL PENELITIAN 
Hasil Penelitian Proses Pelaksanaan Merger Sekolah 
di SMKN 12 Surabaya  
Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan 
studi dokumentasi dapat diketahui bahwa implementasi 
merger sekolah di SMKN 12 Surabaya dilatarbelakangi 
dengan sekolah yang berada dalam satu lokasi, sekolah 
tersebut sama-sama berbasis sekolah seni meskipun 
berbeda karakteristik, jumlah siswa dari SMKN 9 
sedikit dikarenakan minim peminatnya dibandingkan 
dengan jumlah siswa SMKN 11, selain itu kebijakan 
merger sekolah ini merupakan upaya Pemerintah Kota 
Surabaya untuk mengembalikannya sekolah seni 
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menjadi satu seperti sejarah sebelumnya. Pada 
pendidiran awal sekitar tahun 1980an sebelumnya 
sekolah yang berlokasi di Jl. Siwalankerto Permai No. 1 
Surabaya ini dibangunnya sekolah Menengah 
Karawitan Indonesia (SMKI)- SMKN 9. Pada tahun 
1989 terdapat jurusan seni rupa/lukis lalu memisahkan 
diri dengan dibuatkan gedung sendiri dibelakang SMKI 
dengan nama SMSR (Sekolah Menengah Seni Rupa) – 
SMKN 11 dalam satu lokasi ada dua papan nama 
sekolah. Dengan melihat situasi dan kondisi serta 
perkembangan, dua sekolah yang berbasis seni, budaya 
dan teknologi ini resmi dimerger pada  14 November 
2012 dan untuk memudahkan memperingati hari jadi 
SMKN 12 ini pada tanggal 12 Desember 2012 
Proses pelaksanaan merger sekolah bersifat 
struktural, yaitu dari lembaga tertinggi tingkat kota 
diturunkan ke lembaga dibawahnya sampai pada 
lembaga yang menjadi kelompok sasaran. Mulai dari 
Pemerintah Kota Surabaya kemudian diturunkan di 
Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan tentunya lembaga 
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri. Proses 
implemetasi kebijakan merger sekolah diawali dengan 
tahap perencanaan, pengorganisasian, sosialisasi, 
pelaksanaan lapangan serta laporan dan evaluasi. 
Kebijakan merger sekolah ini berawal dari peraturan 
pusat baik berupa undang-undang maupun 
permendiknas tentang penggabungan sekolah yang 
bertujuan efektifitas dan efisiensi lembaga sekolah, 
kemudian diturunkan ke daerah dan dibentuklah SK 
Walikota Surabaya. Dari SK Walikota Surabaya 
terbentuklah tim pelaksana kebijakan dan aturan dalam 
melaksanakan kebijakan itu sendiri. 
Dalam implementasi kebijakan merger mengacu 
pada SK Walikota No. 188.45/383/436.1.2/2012, 
dimana dalam SK tersebut terbentuk aturan-aturan yang 
digunakan sebagai pedoman dalam implementasi 
kebijakan merger sekolah. Selain itu, implementasi 
kebijakan merger mengacu pada SOP dan dalam 
menjalankan kegiatan didasari dengan komunikasi 
efektif dan musyawarah mufakat. 
Analisis proses implementasi kebijakan 
dipengaruhi oleh 2 (dua) variabel, yakni : 
a. Isi kebijakan (content of policy), terdiri dari 
(1) kepentingan kelompok sasaran yaitu 
SMKN 12 telah terpenuhi dalam 
implementasi kebiajakan merger sekolah, 
hal mendasar yang menyebabkan karena 
letak SMKN 9 dan SMKN 11 berada dalam 
satu lokasi atau satu halaman. Hal-hal lain 
yang mendasari adalah jumlah peserta didik 
terutama di SMKN 9 yang sedikit, selain itu 
dua sekolah tersebut memiliki karakteristik 
yang sama yaitu sama-sama berbasis seni, 
salah satu sekolah kekurangan peserta didik 
dan mengembalikannya sekolah seni yang 
dulunya terpisah. (2) dengan efektifitas dan 
efisiensi manajemen kelembagaan dengan 
jumlah peserta didik yang semakin besar 
maka sumber dana yang diterima juga 
semakin besar pula, sehingga memudahkan 
sekolah dalam melakukan berbagai 
kegiatan. (3) perubahan yang dibawa oleh 
implementasi kebijakan merger ini telah 
memenuhi derajat perubahan yang 
diinginkan, baik perubahan fisik dan non 
fisik. Perubahan fisik yaitu penambahan 
sarana dan prasarana akibat penggabungan 2 
lembaga menjadi 1 lembaga, yang dulunya 
2 pimpinan dan sekarang menjadi 1 
pimpinan, selain itu proses pembelajaran 
lebih efektif serta didukung dengan dana 
yang tercukupi maka hasil prestasi peserta 
didiknya menjadi bertambah. Perubahan 
non fisik dirasakan yaitu hubungan antar 
guru semakin baik, dan bisa saling bekerja 
sama satu dengan yang lainnya. 
b. Lingkungan kebijakan (context of policy), 
terdiri dari (1) kepentingan aktor yang 
terlibat dalam implementasi kebijakan 
merger tidak ada kepentingan pribadi dari 
aktor implementer yang terselip di masing-
masing aktor implementor kebijakan karena 
kembali pada regulasi yang ada. (2) 
karakteristik SMKN 9 tidak terlalu berbeda 
dengan karakteristik SMKN 11 sehingga 
tidak terlalu menimbulkan masalah dan efek 
negatif yang dikhawatirkan. (3) respon dan 
daya tanggap masing-masing dari sekolah 
tersebut dalam menanggapi implementasi 
kebijakan merger cukup baik, dalam arti 
semua berpartisipasi. 
 
Hasil Penelitian Dinamika Sosial Yang Terjadi Setelah 
Implementasi Merger Sekolah di SMKN 12 Surabaya. 
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 
pihak-pihak yang terkait Dinamika sosial yang terjadi 
setelah implementasi merger sekolah ddi SMKN 12 
Surabaya didapati sebuah penjelasan, bahwasanya dalam 
proses implementasi kebijakan merger sekolah di SMKN 
12 Surabaya yaitu adanya respon pro dan kontra dari dua 
sekolah tersebut dengan adanya kebijakan merger 
sekolah. Selain itu, pada pelaksanaan merger sekolah 
adanya rasa canggung terhadap guru dan pegawai dalam 
berkomunikasi. Namun dengan berjalannya waktu, 
intaraksi antar guru dan pegawai sudah terjalin dengan 




baik karena adanya peran dan upaya dari kepala sekolah 
untuk mengatasi kendala tersebut.  
Setelah implementasi merger sekolah ditetapkan 
oleh Pemerintah Kota Surabaya, kepala SMKN 12 pada 
tahun 2012 yaitu Bapak Djoko yang merupakan kepala 
sekolah xSMKN 9 Surabaya dan sebelum dimerger, 
kepala sekolah dari xSMKN 11 meninggal dunia pada 
awal tahun 2012 sebelum sekolah tersebut dimerger, 
secara tidak langsung Pak Djoko dijadikan Kepala 
SMKN 12 Surabaya. Setelah bapak Djoko ditetapkan 
sebagai kepala sekolah di SMKN 12 Surabaya yaitu 
membentuk wakil kepala sekolah. Untuk meminimalisir 
konflik, maka Pak Djoko membentuk struktur organisasi 
dengan memilih wakil kepala sekolahnya diambil dari 
SMKN 11 dan staffnya dari SMKN 9 serta penyusunan 
kepegawaian disesuaikan dengan aturan kepangkatan 
yang ada. 
Interaksi antar guru pada awal merger masih 
adanya pengelompokkan diri antara guru SMKN 9 dan 
SMKN 11 kurang membaur. Dengan melihat kondisi 
seperti itu, maka Pak Djoko melakukan kombinasi 
pembelajaran yaitu guru bahasa indonesia pada awalnya 
mengajar di jurusan yang ada di SMKN 11 maka 
dialihakan agar mengajar di jurusan yang ada di SMKN 9 
dan begitu sebaliknya. Selain guru dan pegawai, Pak 
Djoko selaku Kepala Sekolah pada tahun 2012 juga 
menerapkan pada peserta didiknya yang awal nya kelas 
pembelajaran normatif untuk jurusan yang ada di SMKN 
9 sebagian dialihkan ke ruang kelas yang ada di SMKN 
11 begitu sebaliknya agar interaksi antar peserta didik 
dari kedua sekolah tersebut dapat membaur menjadi satu.  
Hasil Penelitian Kendala-kendala Implementasi 
Merger Sekolah di SMKN 12 Surabaya. 
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 
pihak-pihak yang terkait kendala-kendala yang dihadapi 
sekolah dalam implementasi kebijakan merger dinilai 
tidak terlalu signifikan. Meskipun dengan demikian tetap 
saja dalam sebuah implementasi kebijakan selalu 
menemukan hambatan walaupun itu kecil, berikut 
kendalanya : 
a. Hambatan dalam skala kecil yang muncul yakni 
adanya respon pro kontra dari masing-masing 
sekolah, selain itu terkait dapodik sekolah yang 
akan digunakan. 
b. Hambatan dalam skala besar dan jangka panjang 
dikhawatirkan dengan adanya implementasi merger 
sekolah yang artinya dua sekolah dijadikan satu 
maka jumlah rombel akan semakin banyak, 
sehingga yang dikhawatirkan terkait dengan adanya 
peraturan batasan rombel. 
 
Hasil Penelitian Upaya-upaya Yang Dilakukan Untuk 
Mengatasi Kendala Dalam Impelementasi Merger 
Sekolah di SMKN 12 Surabaya. 
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 
pihak-pihak yang terkait upaya dalam mengatasi kendala 
tersebut, yaitu : 
a. Bekerja sama dan berkoordinasi antara kedua  pihak 
sekolah dengan dinas agar adanya pemerataan 
terkait jabatan fungsional 
b. Terkait Dapodik NPSN sekolah yang digunakan, 
SMKN 12 menggunakan NPSN dari SMKN 11. 
c.  Mengkomunikasikan permasalahan yang terjadi 
dalam musyawarah atau rapat. Kemudian sosialisasi 
kembali untuk menyelesaikan permasalahan yang 
terjadi. 
d. Membuat kegiatan-kegiatan yang bersifat 
kebersamaan seperti outbond, rapat besar, dan 
pertemuan lainnya yang dapat memicu kerja sama 
antar guru. 
e. Mengikuti aturan yang ada terkait dengan batasan 
rombel yaitu dengan mengurangi jumlah rombel. 
 
PEMBAHASAN 
Proses Pelaksanaan Merger Sekolah di SMKN 12 
Surabaya 
Seperti halnya kebijakan publik, kebijakan 
pendidikan berupa kebijakan merger sekolah menengah 
kejuruan negeri di Kota Surabaya sendiri memiliki tujuan 
yang diwujudkan dalam sebuah proses impelementasi. 
Implementasi kebijakan tersebut sejalan dengan pendapat 
Hasbullah (2015:41)yang mengemukakan pendapatnya 
mengenai kebijakan pendidikan sebagai perangkat aturan 
yang dibuat oleh pemerintah sebagai bentuk 
keberpihakan terhadap dunia pendidikan dan sebagai 
wujud nyata pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 
dalam upaya membangun satu sistem pendidikan agar 
dapat mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkan. 
Dalam hal ini, tujuan dari kebijakan merger atau 
regrouping sendiri merupakan perwujudan dan perluasan 
dari tujuan Undang-undang Dasar 1945. 
Kebijakan merger sekolah merupakan salah satu 
strategi yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi 
masalah mutu pendidikan di Indonesia. Kebijakan 
tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 412.2/2501/Bangda/1998 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Penggabungan Sekolah 
(Regrouping) Sekolah Dasar. 
Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan 
khusunya pada tingkat pendidikan menengah di Kota 
Surabaya, perlu melakukan penggbaungan terhadap 2 
(dua) Sekolah Menegah Kejuruan Negeri yang saling 
berdekatan, khusunya yang berada dalam satu komplek 
atau satu lokasi agar lebih efektif dan efisien. 
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Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c 
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 
tentang Pedoman Pendirian Sekolah, penggabungan 
Sekolah Negeri ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 
Tujuan dari implementasi merger sekolah tak lain 
adalah untuk efektifitas dan efisiensi kelembagaan dalam 
proses belajar mengajar khususnya di tingkat menengah 
kejuruan. Tujuan dari implementasi kebijakan ini 
diwujudkan dalam sebuah implementasi atau 
pelaksanaan, seperti pendapat Van Meter dan Horn 
(Wibawa, 1994:7) yang menyatakan bahwa implementasi 
kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh 
pemerintah atau swasta baik secara individu maupun 
kelompok dalam rangka mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. 
Proses implementasi kebijakan merger sekolah di 
SMKN 12 Surabaya bersifat struktural, yaitu dari 
lembaga tertinggi tingkat kota diturunkan ke lembaga 
dibawahnya sampai pada lembaga yang menjadi 
kelompok sasaran. Mulai dari Pemerintah Kota Surabaya 
kemudian diturunkan ke Dinas Pendidikan, dan tentunya 
lembaga Sekolah mejadi lebih spesifik. Proses 
implementasi ini sejalan dengan pendapat Hasbullah 
(2005:101) yang mengklasifikasikan tiga pendekatan 
yang dapat dilakukan dalam rangka implementasi 
kebijakan, salah satunya yaitu pendekatan yang bersifat 
top-down yang dikenal dalam teori organisasi modern. 
Pendekatan ini menekankan pentingnya komandodari 
atas ke bawah atau sentralistik dalam kemampuan 
pengambilan keputusan untuk menciptakan sebuah 
kebijakan yang memiliki tujuan secara tegas dan kontrol 
dalam tahap implementasi. 
Adanya penggabungan/ penghapusan/ dan 
pergantian nama sekolah menengah kejuruan negeri 
menurut Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 
188.45/383/436.1.2/2012 tentang penggabungan sekolah 
menengah kejuruan negeri bahwa upaya dalam 
meningkatkan mutu pendidikan menengah, perlu 
melakukan penggabungan terhadap dua sekolah yang 
saling berdekatan, khususnya yang berada dalam satu 
lokasi agar lebih efektif dan efisien. Tujuan yang dilebur 
dalam tipe manfaat implementasi kebijakan merger di 
SMKN 12 Surabaya tersebut sejalan dengan pendapat 
Grindlle (Subarsosno, 2005:95) yang menyatakan bahwa 
tipe manfaat merupakan jenis manfaat yang diterima oleh 
kelompok sasarn (target group). Manfaatnya yaitu terkait 
dengan efektivitas dan efisiensi manajemen 
kelembagaan, dengna jumlah murid yan semakin banyak 
maka penerimaan dana BOS juga semakin besar pula, 
sehingga mempermudah sekolah dalam melakukan 
berbagai kegiatan. 
Sesuai Keputusan Walikota Surabaya No. 
188.45/271/436.1.2/2012 tentang Tim Pelaksana 
kebijakan merger terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan 
Kota Surabaya, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata 
Ruang Kota Surabaya, Kepala Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, Kepala Badan 
Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya, Sekretaris Dinas 
Pendidikan Kota Surabaya, Kepala Bagian Perlengkapan 
Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Kepala Bidang 
Pendidikan Menengah dan Kejuruan pada Dinas 
Pendidikan Kota Surabya, Kepala Bidang Pendidikan 
Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan Kepala 
Bidang Ketenagaan pada Dinas Pendidikan Kota 
Surabaya. 
Pelaksana kebijakan perlu memiliki peranan yang 
aktif dalam implementasi kebijakan regoruping sesuai 
dengan kecakapan bidangnya. Hal tersebut juga 
dinyatakan oleh Grindle (Subarsono, 2005:97) dalam 
pendapatnya bahwa implementasi kebijakan memerlukan 
pelaksana kebijakan yang kompeten dibidangnya demi 
keberhasilan sebuah kebijakan, sehingga dalam 
implementasi kebijakan perlu dirinci pihak-pihak 
implementatornya. Dalam hal ini, implementasi 
kebijakan merger di SMKN 12 Surabaya melibatkan 
berbagai pihak dan dari berbagai pihak tersebut 
melahirkan berbagai argumentasi bagaimana baiknya 
implementasi dilakukan agar berjalan dengan sukses. 
Karakteristik SMKN 9 dan SMKN 11 memiliki 
karakteristik berbeda namun memiliki basis yang sama 
sehingga tidak terlalu menimbulkan masalah dan efek 
negatif yang dikhawatirkan akan muncul setelah adanya 
implementasi kebijakan merger namun membawa 
kebaikan yaitu sekolah memiliki kekuatan tersendiri 
karena kolaborasi antar perbedaan karakteristik yang 
dimiliki. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan 
kebijakan perlu diketahui karakteristik lembaga yang 
menjadi target implementasi kebijakan dan penguasa 
yang sedang menduduki posisi lembaga tersebut. Hal ini 
juga dinyatakan oleh Grindlle (Hasbullah, 2016) yang 
menyatakan lingkungan implementasi kebijakan 
dilakukan turut mempengaruhi keberhasilan kebijakan. 
 
Dinamika Sosial Yang Terjadi Setelah 
Implementasi Merger Sekolah di SMKN 12 
Surabaya 
Proses implementasi kebijakan merger sekolah di 
SMKN 12 Surabaya yaitu adanya respon pro dan kontra 
dari dua sekolah tersebut dengan adanya kebijakan 
merger sekolah. Selain itu, pada pelaksanaan merger 
sekolah adanya rasa canggung terhadap guru dan pegawai 
dalam berkomunikasi. Namun dengan berjalannya waktu, 
intaraksi antar guru dan pegawai sudah terjalin dengan 
baik karena adanya peran dan upaya dari kepala sekolah 
untuk mengatasi kendala tersebut. 




Dinamika sosial merupakan telaah terhadap 
adanya perubahan-perubahan dalam realitas sosial yang 
saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. 
Perubahan inidapat terlihat apabila dibandingkan dengan 
perkembangan dari jaman ke jaman. Cepat atau 
lambatnya perubahan sosial yang terjadi tergantung pada 
subtansi sekolah tersebut. Pada umumnya, dalam merger 
sekolah mengalami perubahan sebagai akibat dari proses 
formasi atau reformasi dari pola-pola di dalam organisasi 
tersebut. 
Dalam proses implementasi kebijakan merger 
sekolah selalu adanya respon pro dan kontra dari guru-
guru dan pegawai di sekolah tersebut. Hal tersebut terjadi 
dikarenakan pada fase masa transisi atau peralihan. 
Permasalahan tersebut dapat diminimalisir dengan 
adanya peran dari kepala sekolah untuk menyatukan satu 
visi dan misi agar dapat mencapai suatu tujuan. 
 
Kendala-kendala Implementasi Merger Sekolah di 
SMKN 12 Surabaya. 
Kendala dalam implementasi kebijakan merger 
dinilai tidak terlalu signifikan. Meskipun dengan 
demikian tetap saja dalam sebuah implementasi 
kebijakan selalu menemukan kendala walaupun itu kecil. 
Fowler (2004:272) menyatakan dua penelitian dari 
generasi pertama dan generasi kedua yang membahas 
mengenai sukses dan tidaknya sebuah implementasi 
kebijakan dengan menganalisis faktor penyebab gagalnya 
implementasi kebijakan dapat diindikasikan sebagai 
faktor kendala implementasi kebijakan, apabila 
implementer kebijakan tidak dapat melaluinya. 
Kendala dalam skala kecil yang muncul yakni 
adanya respon pro kontra dari masing-masing sekolah, 
selain itu terkait dapodik NPSN sekolah yang akan 
digunakan. Hal ini telah diungkapkan Fowler (2004:273) 
bahwa “change is hard and the status quo comfortable”. 
Fowler berusaha mengungkapkan bahwa perubahan itu 
sulit, dan status quo itu nyaman. Sehingga dimungkinkan 
dengan kenyamanan yang ditawarkan sastus quo 
membuat para implementor sulit untuk melakukan 
perubahan. Selain itu, Fowler (2004:272) menyatakan 
“implementers frequently do not understands what they 
are supposed to do” bahwa implementor seringkali tidak 
tahu apa yang seharusnya dilakukan. Hal ini terjadi akibat 
kurangnya pengarahan, sosialisasi dan pembimbingan 
implementasi kebijakan merger sekolah. 
Kendala dalam skala besar dan jangka panjang 
dikhawatirkan dengan adanya implementasi merger 
sekolah yang artinya dua sekolah dijadikan satu maka 
jumlah rombel akan semakin banyak, sehingga yang 
dikhawatirkan terkait dengan adanya peraturan batasan 
rombel. 
 
Upaya-upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi 
Kendala Dalam Implementasi Merger Sekolah di 
SMKN 12 Surabaya. 
Upaya yang dilakukan sekolah yaitu bekerja sama 
dan berkoordinasi antara kedua pihak sekolah dengan 
dinas pendidikan agar adanya pemerataan terkait jabatan 
fungsional, NPSN sekolah yang digunakan yaitu NPS 
dari SMKN 11, Sekolah membuat kegiatan-kegiatan yang 
bersifat kebersamaan yaitu dengan kegiatan outbond, 
rapat besar dan pertemuan lainnya yang dapat memicu 
kerja sama antar guru. 
Upaya dalam mengatasi kendala dalam 
implementasi kebijakan merger sekolah di SMKN 12 
Surabaya sejalan dengan pendapat Fowler (2004:274) 
dalam penelitian generasi kedua yang menekankan 
bahwa untuk mengatasi kendala implementasi, tidak 
hanya mengikuti prosedur teknis SOP. Karena setiap 
wilayah memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda. 
Sehingga perlu memodifikasi kecil sebagai bentuk 
adaptasi terhadap suatu kondisi. 
Berdasarkan SK Walikota No. 
188.45/383/436.1.2/2012 dengan adanya penggabungan 
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota Surabaya 
sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, maka hal-
hal yang berkaitan dengan pengaturan siswa, 
pengangkatan Kepala Sekolah, pendidik dan tenaga 
kependidikan lainnya serta aset sekolah akan diatur 




Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
Pertama, Pelaksanaan merger sekolah di SMKN 
12 Surabaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota 
Surabaya melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk 
meningkakan mutu pendidikan khususnya di tingkat 
pendidikan menengah sudah baik dari sisi pengelolaan 
peserta didik, layanan sarana dan prasarana serta 
pengelolaan keuangan. 
Kedua, Dinamika Sosial yang terjadi di SMKN 12 
Surabaya yaitu adanya respon pro dan kontra dari 
beberapa guru terkait dengan adanya sekolah merger. 
Melalui interaksi terjadi perubahan-perubahan yang 
memungkinkan terbentuknya hal-hal baru dengan 
mengkolaborasikan antar guru mata pelajaran umum 
sehingga dinamika masyarakat menjadi hidup dan 
dinamis. 
Ketiga, Kendala-kendala dalam implementasi 
kebijakan merger sekolah di SMKN 12 Surabaya tidak 
terlalu signifikan. Kendala yang ada dalam proses 
implementasi merger sekolah ini yaitu hambatan dalam 
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skala kecil dan skala besar. Kendala tersebut yaitu data 
Dapodik terkait NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional), 
adanya respon pro dan kontra dari masing-masing 
sekolah, serta dengan adanya merger jumlah rombel 
sekolah juga semakin banyak yang merupakan kendala 
dikarenakan dengan adanya peraturan terkait adanya 
batasan rombel. 
Keempat, Upaya untuk mengatasi kendala dalam 
implementasi merger sekolah tentunya diperlukan dengan 
adanya peran kepala sekolah sebagai katalisator yaitu 
meyakinkan warga sekolah dengan adanya merger 
sekolah guna untuk peningkatan mutu pendidikan, peran 
sebagai fasilitator dengan melakukan kegiatan 
perberdayaan guru-guru serta pegawai sekolah, dan peran 
kepala sekolah sebagai stabilisator dengan menstabilkan 
perubahan sekolah agar interaksi antar guru menjadi baik. 
 
Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang 
telah dipaparkan, peneliti bermaksud memberikan 
beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan oleh 
pihak-pihak yang terkait lainnya dalam penelitian ini. 
Beberapa saran tersebut sebagai berikut.  
Pertama, Bagi Kepala Sekolah diharapkan Peran 
dari kepala sekolah terhadap guru serta pegawai lebih 
aktif untuk berpartisipasi dalam meningkatkan mutu 
pendidikan agar sekolah lebih baik lagi. 
Kedua, Bagi Dinas Pendidikan diharapkan berkas-
berkas terkait merger sekolah agar didokumentasikan dan 
disimpan dengan baik. Selain itu, perlu adanya 
pertimbangan khusus dengan adanya kebijakan terkait 
batasan rombel dikarenakan SMKN 12 merupakan 
sekolah khusus dan sekolah yang berbasis seni yang ada 
di Jawa Timur. 
Ketiga, Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
diharapkan perlu melakukan evaluasi terkait kebijakan 
merger sekolah yang sudah diimplementasikan oleh 
Pemerintah Kota Surabaya di SMKN 12 Surabaya 
meskipun kebijakan merger sekolah tersebut merupakan 
hasil kebijakan dari Pemerintah Kota Surabaya serta 
bukan lagi wewenang dari Pemerintah Kota Surabaya. 
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